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Analisis Kemandirian Fiskal Dan Pembangunan Ekonomi 38 Kabupaten 
Atau Kota di Jawa Timur (Periode 2010-2014) 
 
Ryanda Alwindi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 
Email : ryanda.alwindi@gmail.com 
Desentralisasi fiskal merupakan salah satu wujud pembangunan ekonomi suatu 
daerah, kuatnya kemandiran fiskal menjukkan kuatnya suatu daerah dalam 
membiayai daerahnya sendiri melalui PAD, agar daerah tidak selalu bergantung 
kepada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan daerah. PAD yang merupakan 
gambaran dari Kemandirian Fiskal inilah yang nanti nya akan digunakan untuk 
Pembiyaan Pembangunan daerah. Karena PAD merupakan komposisi dari Pajak 
dan retribusi dapat digunakan untuk Pembangunan Daerah. Penelitian ini 
menganalisa pengaruh Pembangunan Ekonomi yang melalui 3 indikator yaitu 
Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Kemandirian 
Fiskal di 38 Kabupaten atau Kota Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kuantitatif. Teknik analisis menggunakan analisis regresi data 
panel. Variabel dependen yang diteliti adalah Kemandirian Fiskal, sedangkan 
variabel independen yang diteliti adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran 
dan Kemiskinan. Terdapat variabel dummy yang digunakan untuk menunjukkan 




















terdapat pengaruh signifikan Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan 
Kemiskinan terhadap Kemandirian Fiskal.  
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Analysis Of The Fiscal Independence And Economic Growth Of 38 
Regencies/Cities In East Java (Period Of 2010-2014) 
 
Ryanda Alwindi 
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS 
Email : ryanda.alwindi@gmail.com 
 
Fiscal decentralization is one manifestation of a region's economic development, 
the strength of fiscal stagnation shows the strength of a region in financing its 
own area through PAD, so that regions do not always depend on the central 
government in terms of regional financing. This PAD which is a picture of Fiscal 
Independence will be used later for the Regional Development Financing. 
Because PAD is a composition of taxes and levies can be used for regional 
development. This study analyzes the influence of Economic Development 
through three indicators, namely Economic Growth, Unemployment and Poverty 
on Fiscal Independence in 38 Regencies or Cities in East Java. The research 
method used is quantitative research. The analysis technique uses panel data 
regression analysis. The dependent variable studied was Fiscal Independence, 
while the independent variables studied were Economic Growth, Unemployment 
and Poverty. There is a dummy variable used to indicate the year in the study. 
Based on the results of the study prove that there is a significant effect of 
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1.1 Latar Belakang 
Otonomi daerah telah merubah pergeseran paradigma sistem 
pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang memberikan 
wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan daerahnya 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama dilaksanakan 
otonomi daerah yaitu agar daerah dapat meningkatkan pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi daerah dengan memacu pemerataan pembangunan, 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakasa dan peran serta 
masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, 
optimal, terpadu, dinamis, dan bertanggung jawab. Selain itu otonomi daerah 
juga bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan 
pemerintah daerah terutama dari segi pelayanan kepada masyarakat serta untuk 
meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa (Halim, 2001). 
Disisi lain memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam 
mengelola rumah tangga merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus 
dihadapi. Daerah yang memiliki pontesi sumber daya yang memadai akan 
mengelola potensi tersebut menjadi peluang yang dapat mendongkrak 
pembangunan, sedangkan bagi daerah yang minim potensi sumber daya akan 
menjadi tantangan dalam proses pembangunan. Peningkatan penerimaan 
daerah harus diupayakan secara periodik oleh pemerintah daerah melalui 
pemetaan administrasi agar pendapatan daerah yang efesiensi dan efektif sesuai 
dengan pola yang telah ditetapkan dalam peraturan, undang-undang, dan 




















Asas desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah diharap dapat 
meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penggunaan dana dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih tepat guna dan berdaya 
guna agar pemerintah daerah dapat lebih memahami kondisi kebutuhan dalam 
pembangunan daerah. Konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola 
keuangan daerah secara mandiri menjadi tanggungjawab daerah. Pemerintah 
daerah didorong untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dalam 
mengambil keputusan pengeluaran disektor publik yang didukungan oleh sumber 
keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman 
daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Rahmawati, 2010). Agar 
pembangunan yang menjadi cita-cita dapat tercapai.  
Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam mewujudkan APBD 
yang mandiri. APBD merupakan instrument yang sangat penting bagi pemerintah 
daerah karena anggaran merupakan posisi sentral dalam upaya pengembangan 
kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran seharusnya 
dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan 
perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluran dimasa yang akan datang, 
dan ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua 
aktivitas di berbagai unit kerja. Sistem penganggaran dalam dilihat dari kinerja 
masing-masing daerah, anggaran yang didapat masing-masing daerah tersebut 
digunakan dalam pembangunan dan penggalian potensi sumberdaya yang 
dimiliki suatu daerah. 
Desentralisasi fiskal merupakan salah satu wujud pembangunan ekonomi 
suatu daerah karena kuatnya kemandiran fiskal menjukkan kuatnya suatu daerah 
dalam membiayai daerahnya sendiri melalui PAD, agar daerah tidak selalu 




















memiliki PAD yang relative tinggi serta tidak menggantungkan dana transfer yang 
diperoleh dari pemerintah pusat, maka daerah tersebut cukup mampu dan 
konsistensi dalam membiayai Pembangunan daerah, ketika ada perubahan 
anggaran dana transfer oleh pusat kedaerah. Namun apa bila daerah tersebut 
sangat menggantungkan dana yang dikeluarkan untuk membiayai Pembangunan 
Ekonomi Daerah maka Daerah tersebut juga akan sangat sulit menyesuaikan 
anggaran ketika ada perubahan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat 
ke daerah. 
Perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh 
sebagai sebuah proses transformasi yang didalam perjalanan waktu ditandai 
oleh perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka 
susunan ekonomi daerah. Didalam Pembangunan Ekonomi terdapat 2 (dua) 
aktor penting dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi yaitu Pemerintah dan 
Swasta. Pemerintah dalam tugas nya menstimulisi, membangun infrastruktur dan 
menyediakan fasilitias publik. Keberhasilan suatu Pembangunan Ekonomi ada 
beberapa indikator yang dapat dipakai yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, 
Indeks Pembangunan manusia dan Pengangguran. 
Untuk dapat menciptakan kemandirian fiskal pemertintah daerah selaku 
pemegang tanggung jawab anggaran agar dapat selalu memberikan informasi 
kepada publik mengenai anggaran yang diperoleh dan anggaran yang 
dikeluarkan untuk meciptakan transparansi anggaran dan bertujuan menjadi 
good governance. Dengan adanya transparansi anggaran kinerja keuangan ini 
dapat diukur dengan rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi. 
Dengan adanya rasio-rasio tersebut dapat digunakan untuk mendorong dan 
meningkatkan pembangunan ekonomi daerah tersebut. 
Sebagai salah satu contoh penyelenggaraan otonomi daerah adalah 




















satu Provinsi yang memilik jumlah penduduk sebesar 37.476.757 jiwa yang 
mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 
17.832.733 jiwa (47,58%) dan di daerah perdesaan sebanyak 19.644.024 jiwa 
(52,42%) atau 16% dari total penduduk Indonesia. Dengan demikian, 
perkembangan perekonomian dan kependudukan yang terjadi di Jawa Timur 
akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai kontribusi 
kedua terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia namun daerah Jawa Timur 
masih rendah tingkat kemandirian Fiskal dibandingkan daerah daerah Kabupaten 
atau Kota di Indonesia. Pembangunan ekonomi di provinsi Jawa Timur yang 
terpusat seperti di Kota Surabaya dan sekitarnya (Sidoarjo dan Gresik), serta 
Kota Malang dan Kabupaten Malang yang memberikan 50% kontribusi terhadap 
aktivitas ekonomi di Jawa Timur. Maka dari itu dapat dilihat dari grafik di bawah 
ini besaran pendapatan asli daerah (PAD) dan dana pertimbangan dari 
pemerintah pusat. 
Gambar 1.1 : Perbandingan PAD dengan Dana Perimbangan Jawa Timur 
 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik. olahan, 2017 
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa tingkat PAD dari tahun 2006 




















diiringi juga semakin besarnya dana pertimbangan dari pemerintah pusat yang 
diberikan untuk Provinsi Jawa Timur dan grafik rata-rata perbandingan 
pendapatan asli daerah (PAD) dengan dana perimbangan 38 Kabupaten atau 
Kota di Jawa Timur sebagai berikut: 
Gambar 1.2 :  Rata- rata Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur  
 
 
Sumber: Data diolah, 2017 
Grafik diatas menjelaskan bahwa rata-rata dalam periode 5 tahun 38 
Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur tiap tahunnya pendapatan asli daerah 
(PAD) dan dana perimbangan juga selalu mengalami peningkatan. Namun 
peningkatan ini tidak lebih dari 10% dan ini juga menunjukkan masih tingginya 
ketergantungan pemerintah Kabupaten maupun Kota di Jawa Timur yang 
ditunjukkan dengan besar nya tingkat dana perimbangan yang diberikan oleh 
Pemerintah Pusat. Penerapan desentarlisasi fiskal pada dasar memiliki tujuan 
untuk meningkatkan pembangunan ekonomian dan pendapatan daerah. Dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata 
agar dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat harus diimbangi dengan 




















diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan ketimpangan regional, 
ketimpangan regional ini terlihat dari maju atau tidak majunya suatu daerah. Hal 
ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar 
atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur 
ekonomi. 
Dari pelaksanaan desentarlisasi fiskal dapat memunculkan beberapa 
fenomena dalam penerapannya yaitu penerimaan yang didapat disuatu daerah 
dan belanja daerah yang dikeluarkan 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur berbeda 
dan akan menimbulkan ketimpangan antara wilayah di Jawa Timur. Hal ini dapat 
dilihat dari rata-rata per kapita 38 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur sebagai 
berikut 











Sumber: data diolah. 2017 
Dari grafik diatas terlihat ketimpangan antara 38 Kabupaten atau Kota di 
Jawa Timur seperti daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tulungagung, 
Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bondowoso yang 




















ada di Jawa Timur. Melihat melebar nya ketimpangan tingkat kemajuan 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur tersebut dapat 
dilihat dari kemandirian keuangan setiap daerah yang merupakan hal yang 
sangat penting terhadap jalannya suatu pembangunan ekonomi. 
Melihat ketimpangan pembanguan ekonomi dan kemandirian fiskal yang 
terjadi di 38 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur dan dengan ini juga dapat 
melihat tingkat kemandirian 38 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur yang 
pertumbuhan ekonomi nya memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini mengambil 
judul “Analisis Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Ekonomi 38 Kabupaten 
atau Kota di Jawa Timur (Periode 2010-2014)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari uraian diatas, dapat diambil pokok permasalahanya itu apakah 
pembangunan ekonomi, Tingkat kemiskinan dan Tingkat pengangguran 
berpengaruh terhadap kemandirian fiskal? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitianya 
itu untuk menganalisis pengaruh pembangunan ekonomi baik itu Pertumbuhan 
Ekonomi, Kemiskinan dan Tingkat pengangguran terhadap kemandirian fiskal. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan 
informasi maupun pertimbangan berbagai pihak, antara lain: 




















Diharapkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan sebagai masukan untuk meningkatkan pengelolaan 
keuangan yang lebih mandiri untuk meningkatan pembangunan ekonomi 
dan tingkat kemandirian fiskal. 
2. Bagi Peneliti 
Penelitian ini merupakan salah satu syarat peneliti untuk menyelesaikan 
pendidikan sarjana dan dapat menambah wawasan tentrang ruang lingkup 
dari pemerintahan khususnya tentang pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, 
dan pengangguran, terhadap kemandirian Fiskal 
3. Bagi Pembaca 
Dapat digunakan sebagai gambaran sejauh mana perkembangan 
kemandirian fiskal di 38 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur dan dapat 






















2.1 Definisi Otonomi Daerah 
Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian 
otonomi derah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Sedangkan menurut 
Suparmoko (2002) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah otonomi 
adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mnegurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 
ayat (8), (9), (10) tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan 
antara pusat dan daerah yaitu: 
(i) Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
(ii) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur 
sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertical diwilayah tertentu.  
(iii) Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan 






















mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 
2.2 Tinjauan Keuangan Daerah 
a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlaku untuk pemerintah 
provinsi dan Kabupaten atau Kota. Pembentukan dan pengelolaannya 
disesuaikan dengan tata cara yang berlaku pada pemerintahan pusat. 
Pendapatan daerah provinsi seperti yang tertulis dalam UU No. 28 Tahun 2009 
menayatakan bahwa pajak pusat diserahkan kepada daerah pemerintah pusat, 
antara lain:  
1) Pajak Rumah Tangga  
2) Pajak Kendaraan Bermotor  
3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  
5)  Pajak Air Permukaan  
6) Pajak Rokok.  
Pemerintah Kabupaten dan Kota mendapatkan penghasilan dari berbagai 
pajak daerah antara lain:  
1) Pajak Hotel  
2) Pajak Restoran,Pajak Hiburan 
3) Pajak Reklame 
4) Pajak Penerangan Jalan 
5) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 
6) Pajak  Parkir  
7) Pajak Air Tanah 






















9)  Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 
10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 
Dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana 
disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-
kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain 
menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah 
dianggarkan. APBD merupakan dokumen anggaran tahunan, maka seluruh 
rencana penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan 
dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat dalam APBD. Dengan demikian 
APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan Pemerintah Daerah 
dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan 
pembangunan didaerah masing-masing pada satu tahun anggaran (Kiflimansyah, 
2001). 
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) disusun dengan 
pendekatan kinerja dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 
(satu) bulan setelah APBN ditetapkan, demikian juga halnya dengan perubahan 
APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 
sebelum berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan perhitungan APBD ditetapkan 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang 
bersangkutan. APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja tersebut memuat 
hal-hal sebagai berikut (Nirzawan, 2001): 






















2. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen 
kegiatan yang bersangkutan 
3. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, 
belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal atau pembangunan. 
b) Pengelolaan Penerimaan Daerah 
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 
pasal 6, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan UU No. 28 Tahun 
2009, Total Pendapatan Daerah (TPD) diperinci sebagai berikut: 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan 
yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber Pendapatan 
Asli Daerah terdiri dari: 
a) Pajak Daerah, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak 
daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut 
dengan pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah 
dan pembangunan daerah. 
b) Retribusi Daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah 
yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang 
khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. Perbedaan antara pajak daerah 






















pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak 
diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi 
diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk 
yang membayar retribusi tersebut. 
c) Hasil Perusahaan Milik Daerah, merupakan hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil 
pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian 
laba, deviden dan penjualan saham milik daerah. 
d) Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan 
asset Negara dan jasa giro. 
2. Pendapatan Transfer 
Sumber-sumber pendapatan transfer atau bisa disebut juga sebagai 
bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi dapat diperinci sebagai berikut: 
a) Dana Perimbangan 
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan 
kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan tersebu saling mengisi 
dan melengkapi. Adapun pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari; 
Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber 
Daya Alam seperti: kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan 
gas. 
b) Dana Alokasi Umum 






















APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar 
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 21) 
c) Dana Alokasi Khusus 
 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 
dan sesuai dengan prioritas nasional. (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 
ayat 23). 
d) Transfer Pemerintah Pusat lainnya yang terdiri dari dana otonomi khusus 
dan dana penyesuaian. 
3. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah 
UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, 
serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan UU No. 28 Tahun 2009 
adalah: 
a) Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam menetapkan pendapatan bagi 
hasil yang diterima dari provinsi pada Tahun Anggaran 2010 agar 
menggunakan pagu Tahun Anggaran 2009. Sedangkan bagian 
pemerintah Kabupaten atau Kota yang belum direalisasikan oleh 
pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2009 
agar ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2010. 
b) Dana Darurat, Dana Bencana Alam dan Sumbangan Pihak Ketiga yang 
diterima oleh pemerintah daerah bila mana belum dapat diperkirakan 
dan dipastikan pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 























 Langkah – langkah yang dapat dilaksanakan agar pendapatan daerah 
dapat ditingkatkan antara lain sebagai berikut (Nirzawan, 2001): 
1. Intensifikasi, dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut: 
a) Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibaya roleh wajib pajak, 
tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi 
serta tertib dalam dalam penyetoran. 
b) Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah 
sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang 
berlaku. 
c) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan 
berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan pemungutan dilapangan oleh petugas. 
d) Membentuk tim satuan tugas (satgas) pada dinas terkait yang bertugas 
mengawasi pemungutan dilapangan oleh petugas. 
e) Memberikan insentif (rangsangan) secara khusus kepada aparat 
pengelola PAD yang dapat melampui penerimaan dari target yang telah 
ditetapkan. 
f) Mengadakan pendekatan persuasive kepada wajib pajak agar memenuhi 
kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan. 
g) Melakukan langkah-langkah pengendalian guna menghindari timbulnya 
penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai 
pengelolaan maupun penetapan pajak dan retribusi daerah. 
2. Ekstensifikasi, dilaksanakan dengan cara antara lain sebagai berikut: 






















obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan 
kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan 
daerah. 
b) Meninjau kembali ketentuan tariff dan pengembangan sasaran sesuai 
dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah 
untuk diajukan perubahan. 
c) Mengadakan studi banding kedaerah lain guna mendapatkan informasi 
terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang 
memungkinkan untuk dikembangkan. 
c) Pengelolaan Pengeluaran Daerah 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pengeluaran Daerah adalah semua 
pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran yang bersangkutan meliputi 
belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja daerah disusun dengan 
pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input 
yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD agar Pemerintah 
Daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan 
kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Selain 
itu diupayakan agar Belanja Langsung mendapatkan porsi alokasi yang lebih 
besar dari Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi 
yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. 
1. Belanja Langsung 
Belanja Langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh 
adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Jenis Belanja Langsung dapat 






















Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas Keberadaan anggaran Belanja 
Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. 
Karakteristik Belanja langsung adalah bahwa input (alokas belanja) yang 
ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan Ouput yang dihasilkan. 
Variabilitas jumlah komponen Belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh 
target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan. 
2. Belanja Tidak Langsung 
Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara 
langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis Belanja Tidak Langsung 
dapat berupa Belanja Pegawai atau Personalia, Belanja Barang atau Jasa, 
Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas. 
Keberadaan Anggaran Belanja Tidak Langsung bukan merupakan 
konsekuensi dana dari suatu program atau kegiatan. Belanja Tidak Langsung 
digunakan secara periodik (umumnya per bulan) dalam rangka koordinasi 
penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah yang bersifat umum. 
Belanja Tidak Langsung pada dasarnya merupakan belanja yang 
digunakan secara bersama-sama (common cost) untuk melaksanakan seluruh 
program atau kegiatan unit kerja. Program atau kegiatan yang memperoleh 
alokasi belanja tidak langsung adalah program atau kegiatan Non Investasi. 
Program atau kegiatan investasi yang menambahkan aset daerah tidak menerima 
alokasi anggaran tahunan belanja tidak langsung, karena ouput program atau 
kegiatan investasi adalah merupakan asset daerah yang dimanfaatkan lebih satu 
tahun anggaran. Anggaran belanja tidak langsung hanya digunakan untuk satu 
tahun anggaran seperti halnya output program atau kegiatan non investasi. 






















Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan 
daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan 
daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan 
merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah 
dalam melaksanakan otonomi daerah. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menyebutkan bahwa 
keuangan daerah adalah semua hak dan kewjiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang temasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. 
Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan 
daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah 
adalah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan 
dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi 
bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan 
lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain 
(AbdulHalim, 2001): 
1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah. 
2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. 
3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah 
4) Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah 
Selain itu cirri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu 
melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (AbdulHalim, 2001): 
1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan 






















menggunakan keuangannya sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahannya. 
2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan 
terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan 
daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. 
Berikut adalah rumus untuk menghitung kemampuan keuangan: 
Daerah dan pola tingkat hubungannya: Rasio Kemampuan Keuangan Daerah 
                                                 PADt x 100% ...  
 TPDt 
Keterangan: 
PADt : Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t  
TPDt : Total Pendapatan Daerah Tahun t 
 
Tabel 2.1 : Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah 
Rasio Kemampuan Keuangan 
Daerah (%) 
Pola Hubungan 





>50,00 Sanga tBaik 
    Sumber: Wulandari (2001) 
e) Kemandirian Keuangan Daerah 
Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah mengenai pelimpahan 
wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan 
pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan 
masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk 






















belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan 
secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran 
statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun 
pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting 
terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk 
melihat kemampuan dan kemandirian daerah (Yuliati, 2001). 
Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah 
harus dilakukan sesuai dengan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai 
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran 
kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey 
dan Kenneth Blanchard memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam 
pelaksanaan otonomi daerah (Abdul Halim, 2001) sebagi berikut: 
1) Pola Hubungan Instruktif adalah peranan pemerintah puasat lebih dominan 
dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu 
melaksanakan otonomi daerah) 
2) Pola Hubungan Konsultif adalh campur tangan pemerintah pusat sudah mulai 
berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan 
otonomi daerah. 
3) Pola Hubungan Partisipatif adalah peranan pemerintah pusat semakin 
berkurang karena mengingat daerah yang bersangkutan tingkat 
kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. 
4) Pola Hubungan Delegatif adalah campur tangan pemerintah pusat sudah 
tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam 
melaksanakan urusan otonomi daerah. 






















sumber daya manusia yang berbeda akan terjadi pula perbedaan pola hubungan 
dan tingkat kemandirianan tiap daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola 
hubungan dengan kemandirian daerah (dari sisi keuangan) dapat dihitung dengan 
rumus sebagai berikut.  
 
Rasio kemandirian:  
Pendapatan Asli Daerah x 100% 
          Bantuan Pemerintah Pusat / Provinsi 
 
 
Tabel 2.2 : Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 
 
Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan 
0 – 25 Instruktif 
> 25 – 50 Konsultatif 
> 50 – 75 Partisipatif 
> 75 – 100 Delegatif 
Sumber: Abdul Halim (2001) 
 
2.3 Pertumbuhan Ekonomi 
Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai 
perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan 
jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 
meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross 
Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang 
apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan 
penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak 
(Arsyad,1999). Didalam pertumbuhan ekonomi terdapat 2 (dua) macam bentuk 






















1. Teori Pertumbuhan Klasik 
Teori Pertumbuhan Adam Smith 
Dalam perekonomian sebuah negara bisa tumbuh ada beberapa aspek, 
dimana terdapat dua aspek utama didalam pertumbuhan ekonomi (Smith, 1723 – 
1790, Ekonomi Pembangunan; dalam Halim, 2002): 
Pertumbuhan output total ini dapat dihitung dengan GDP ataupun GNP. Variabel 
penentu proses produksi suatu negara dalam menghasilkan output total ada tiga, 
yaitu: 
1) Sumber daya alam yang tersedia (sebagai faktor produksi tanah), 
2) Sumber daya manusia (jumlah penduduk), 
3) Stok barang kapital yang ada. 
Teori Pertumbuhan David Ricardo 
Ricardo (1772-1823), Ekonomi Pembangunan; dalam Halim,(2002) 
menjelaskan teori pertumbuhan klasik menjadi sebuah model pertumbuhan 
dengan mempertajam konsep mekanisme proses pertumbuhannya. Ricardo 
menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor 
sumber daya tanah, sumber daya manusia, akumulasi kapital, dan kemajuan 
teknologi. Pada akhirnya pertumbuhan akan berhenti pula (seperti kesimpulan 
Adam Smith) dan mencapai titik stasioner meskipun diperlambat oleh akumulasi 
kapital dan kemajuan teknologi. Jika Adam Smith lebih menitikberatkan pada 
faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dalam menjelaskan 
proses terjadinya pertumbuhan, David Ricardo lebih menitikberatkan pada 
distribusi pendapatan antar pelaku ekonomi dalam menjabarkan mekanisme 
pertumbuhan. 






















Menurut Malthus, Ekonomi Pembangunan; dalam Halim, (2002) 
keberhasilan pembangunan sebuah perekonomian adalah kesejahteraan negara. 
Suatu negara akan dikatakan sejahtera jika GNP potensialnya meningkat. Sektor 
yang dominan adalah sektor pertanian dan industri. Jadi apabila kedua sektor 
tersebut bisa ditingkatkan makan GNP potensialnya akan bisa dinaikkan. 
Terdapat dua faktor yang mempengaruhi produksi disektor-sektor tersebut, yaitu 
faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi di sini ialah tanah, 
tenaga kerja, modal, dan organisasi. Faktor non ekonomi ialah keamanan atas 
kekayaan, konstitusi dan hukum yang pasti, kerja keras masyarakat dan disiplin, 
serta sikap jujur. Kedua faktor tersebut harus berjalan secara proposional supaya 
dapat meningkatkan sektor pertanian dan industri dan pada akhirnya 
meningkatkan GNP potensial (Jhingan,M.L.2012). 
2. Teori Pertumbuhan Neoklasik 
Pertengahan tahun 1950-an berkembang teori pertumbuhan neo klasik 
yang merupakan salah satu analisis pertumbuhan ekonomi yang didasarkan 
pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Perintisnya adalah Robert 
Solow, kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Edmund Philips, Harry 
johson, dan J.E Meade. Pendapat ahli-ahli tersebut yaitu (Suryana, 2000): 
a) Adanya akumulasi capital yang merupakan faktor penting dalam 
pembangunan ekonomi 
b) Perkembangan merupakan proses gradual 
c) Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan komulatif 
d) Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan 
e) Aspek internasional yang merupakan faktor bagi perkembangan 






















terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya pertambahan 
modal dan tenaga kerja. Faktor terpenting adalah kemajuan teknologi dan 
pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja. 
Teori pertumbuhan Rostow ,(Todaro, 2010) menjelaskan bahwa ada 
tahap-tahap yang dilewati suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu 
cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat 
tabungan nasional. Teori ini diperjelas lagi dengan teori Harord-Domar yang 
menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah 
capital stock sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua teori 
tersebut menjelaskan bahwa tingkat tabungan dan capital stock yang tinggi akan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi merupakan kemampuan suatu Negara dalam menyediakan kebutuhan 
akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga 
memungkinkan untuk kenaikan standar hidup. Menurut Todaro (2010) secara 
spesifik menyebutkan ada 3 (tiga) faktor atau komponen utama pertumbuhan 
ekonomi, yaitu:   
a. akumulasi modal 
b. pertumbuhan penduduk 
c. hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja 
yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. 
Untuk pertumbuhan ekonomi regional sendiri dapat diukur melalui 
pendapatan domestik regional bruto (PDRB) saat ini dikurangi dengan 
pendapatan domestik regional bruto (PDRB) sebelumnya dibagi dengan 
























Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika dalam 
kegiatan produktif yaitu menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja ini terdiri 
dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang 
bekerja (employed persons) merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif 
dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian 
masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan mencari pekerjaan termasuk 
dalam golongan menganggur. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga 
kerja yang tidak bekerja maupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai 
bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha 
terlibat dalam kegiatan produksi. 
 
2.5. Kemiskinan  
Dalam kemandirian fiskal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
selain pertumhuan ekonomi terdapat juga kemiskinan yang mempengaruhi dari 
kemandirian fiskal sendiri. Kemiskinan memiliki beberapa faktor-faktor yang 
menyebabkan kemiskinan, kemiskinan itu sendiri juga memiliki arti sebagai 
menurut Lipsey (Permata, 2011) mendefinisikan sebagai ketiadaan konsumsi 
dalam jumlah minimum, rumah, dan pakaian yang dibutuhkan dalam 
mempertahankan diri untuk hidup. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua 
macam yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Penyebab kemiskinan 
antara lain karena keterbatasan pengetahuan, alokasi sumber daya yang sedikit, 
tingkat kemajuan teknologi yang terlalu cepat, dan kondisi perekonomian yang 






















a. Definisi Kemiskinan dan Garis Kemiskinan 
World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan 
dalam kesejahteraan yang terdiri dari banyak dimensi diantaranya rendahnya 
tingkat pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, 
keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara dan kapasitas memadai 
serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Sedangkan menurut BPS (2012) 
kemiskinan adalah ketidak mampuan dari sisiekonomi untuk memenuhi 
kebutuhan dasarmakanan dan bukan makanan yang diukurdari sisi pengeluaran. 
Sedangkan pendudukmiskin adalah penduduk yang memiliki 
rataratapengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.Menurut 
Kuncoro (2010) garis kemiskinan adalah semua ukuran kemiskinan yang 
dipertimbangkan berdasarkan norma-norma tertentu. Pilihann orma tersebut 
sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yangdidasarkan pada 
konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri atasdua 
elemen yaitu: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi standar gizi 
minimum dan kebutuhan mendasar lainnyadan (2) jumlah kebutuhan lain yang 
sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan 
masyarakat sehari-hari. 
b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan 
Di dalam penelitian ini ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi kemiskinan 
yaitu: 
1) Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output atau pertambahan 
pendapatan nasional agregatif dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2011). 






















diperoleh dari Bappeda JawaTimur dalam satuan persen. Pertumbuhan ekonomi 
merupakan syarat keharusan untuk melihat keberhasilan pembangunan dan 
merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil 
dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, 
termasuk di golongan penduduk miskin. Secara lansung, hal ini berarti 
pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin 
bekerja (pertanian atau sektor yang padatkarya). Adapun secara tidak langsung, 
hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif dalam meretribusi 
manfaat pertumbuhan yang didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan 
manufaktur yang padat modal (Siregar, 2006). 
2) Pengangguran 
Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah 
mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat 
kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan 
masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka 
terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Pengertian lainnya 
tentang pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang 
mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau 
penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan 
pekerjaan (discouraged workers) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan 
karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja 
(Putong, 2003). Penelitian Arthur Okun dalam Putong (2003) mengatakan 
apabila GNP tumbuh sebesar 2, 5% diatas trendnya yang telah dicapai pada 
tahun tertentu, maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%. Jadi 






















maka pertumbuhan ekonomi haruslah dipacu agar bisa tumbuh sebesar 5% 
diatas rata-rata. 
3) Pendidikan 
Menurut Simmons (dalam Todaro dan Smith, 2010) pendidikan 
merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan dan pendidikan juga 
merupakan tujuan pembangunan yang mendasar yaitu memainkan peranan 
kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi 
modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta 
pembangunan yang berkelanjutan. 
 
c. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemandirian Fiskal  
Kebijakan desentralisasi fiskal berdampak positif meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang 
kaya akan kekayaan alam dari pada daerah yang bukan pusat bisnis. Otonomi 
daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal pada umumnya bertujuan mendorong 
pertumbuhan ekonomi di daerah karena pemberian wewenang yang lebih luas 
diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sehingga 
memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari 
rata-rata pertumbuhan perkapita (Waluyo, 2007). Dengan meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi juga diharapkan meningkat pendapatan masyarakat dan 
memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kemampuan masyarakat untuk 
membayar pajak.   
Berkaitan dengan pajak daerah atau yang biasa disebut pajak yang memiliki 
hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, (Musgrave, 1991) menyatakan 






















pemungutan pajak tersebut meliputi pajak daerah maupun pajak pusat yang 
berbasis pendapatan dan perusahaan (income and corporate), konsumsi 
(comsumption), dan kekayaan (wealth). Berdasarkan pendapat Fisher tersebut, 
maka pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame serta pajak 
penerangan jalan dikategorikan pajak daerah yang berbasis konsumsi. 
d. Hubungan Pengangguran dan Kemiskinan dengan Kemandirian Fiskal  
Menurut Zulyanto (2010) menyatakan bahwa dalam desentralisasi fiskal 
besarnya transfer dana di daerah dapat memiliki hubungan positif terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dapat mendorong 
pendapatan perkapita di daerah sehingga dapat mengurangi penduduk miskin 
dan sebaliknya rendahnya pendapatan perkapita akan menambah jumlah 
penduduk miskin. Dengan berkurangnya pengangguran dan kemiskinan juga 
bedampak pada pendapatan masyarakat. Diharapkan dengan adanya 
pendapatan dari masyarakat masyarakat dapat membayar pajak atau konsumsi 
masyarakat yang berdampak pada pajak atau retribusi daerah dan meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah 
2.6. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan sebagai bahan referensi dan 
berguna sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Suci Cahaya Purnama, 2013 
yang berjudul: “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten atau Kota Provinsi Baten”. 
Hasil dari penelitian Suci Cahaya Purnama, 2013 menunjukkan bahwa rasio PAD 
berpengaruh positif secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan 






















penurunan ekonomi, untuk rasio dana perimbangan ditemukan berpengaruh 
negatif terhadap kemiskinan. Penelitian ini juga menemukan ketimpangan 
pendapatan daerah dan pengangguran yang tinggi akan meningkatan 
kemiskinan di provinsi Banten. 
Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Ardi Hamzah, 2008 yang berjudul: 
“Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, 
dan Kemiskian (Studi pada 29 kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur)”. 
Pendekatan yang di gunakan peneliti adalah pendekatan analisis jalur dan hasil 
dari penelitian Ardi Hamzah, 2008 menunjukan hasil pengujian secara langsung 
antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukan rasio 
kemandirian 1, rasio kemandirian 2, dan rasio efesiensi berpengaruh positif 
secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan hasil lainnya menunjukan 
kinerja keuangan dengan pengangguran dan kemiskinan menunjukkan rasio 
kemandirian 1, rasio kemandirian 2, dan rasio efesien secara tidak langsung 
berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan 
ekonomi. 
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Faishal Fadly, 2016 yang berjudul 
“Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah?”. 
Peneltian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan data time series 
dari tahun 2000 – 2006, penelitian didaerah Provinsi Jawa Timur. Model Analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif dan kuantitatif.  
Analisa deskriptif dan kuantitatif diarahkan untuk menganalisistentang 
perkembangan perekonomian daerah dan perkembangan pendapatan daerah 
Provinsi JawaTimur. Kemudian alat analisis yangdigunakan adalah analisis 






















bagaimana pengaruh perkembangan ekonomi terhadap penerimaan PAD 
digunakan analisis regresi. PAD = f(PDRB). Hasil dari penelitian adanya tidak 
ada yang signifikan dari hasil regresi. Ini berarti bahwa peningkatan atau 
penurunan pada jumlah produk domestik regional bruto tidak memi-liki efek pada 
pendapatan dari Provinsi JawaTimur. Dalam upaya mengurangi ketergantungan 
pada daerah pemerintah pusat dalam hal keuangan daerah untuk pembiayaan 
pembangunan, hal-hal menarik yang bisa dilakukan adalah adanya sebuah 
stimulator aktor untuk meningkatkan pendapatan, misalnya dengan membentuk 
badan usaha atau perusahaan lokal yang mengelola sistem bisnis yang 
dimungkinkan oleh Provinsi Jawa Timur Pemerintah diandalkan sebagai sumber 
pendapatan. 
 
Tabel 2.3 : Penelitian Terdahulu 
 























2.7. Kerangka Berpikir 
Menurut Sekaran (Sugiyono, 2004) kerangka pikir merupakan model 
konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 
telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Di dalam kerangka pikir ini 
peneliti dapat membatasi dan menggambarkan hal-hal yang di teliti. Berdasarkan 
tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya, penelitian ini di rancang untuk 
mengetahui kemandirian fiskal provinsi Jawa Timur yang memiliki 38 Kabupaten 
atau Kota.  
Kemandirian fiskal oleh setiap daerah otonom sangat penting guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah otonom tersebut. Dilihat dari 
penerimaan provinsi Jawa Timur dari tahun 2006 hingga 2013 mengalami 
peningkatan, tetap besaran penerimaan dana perimbangan dari pemerintah 
pusat juga semakin besar, dengan demikian menimbulkan asumsi bahwa 
provinsi Jawa Timur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat besar 
dan hampir melampui pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa mandiri 
terhadap keungan daerah atau kemandirian fiskal provinsi Jawa Timur belum 
terlalu kuat untuk menopang keberlangsungan perekonomian daerah. Dengan 
demikian dari pemaparan ini, maka kerangka pikir dari penelitian ini dapat 








































   
Sumber: olahan penulis. 2017 
 
Dari kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa Pembangunan 
Ekonomi yang di ukur dari tiga indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, 
pengangguran dan kemiskinan dapat memberikan dampak terhap pendapatan 
masyarakat. Dengan meningkat atau menurunnya pendapatan masyarakat akan 
mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi. 
Pajak dan retribusi ini lah yang pada akhirnya akan memperkuat atau tidaknya 







Pajak, Retribusi Daerah, dan lain –




























 Berdasarkan rumusan maslah dan tinjauan pustaka pada bab 
sebelumnya dan diatas ini, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini 
adalah: 
H0: Pembangunan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran secara 
individu berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal. 
H1: Pembangunan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran secara 















































3.1 Jenis Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu cara dari sekian cara yang pernah 
ditempuh, dilakukan dalam mencapai kebenaran. Mendapatkan kebenaran 
itu melalui metode ilmiah (Subana,2005). Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Pendekatan deskriptif ditujukan untuk menggambarkan gejala-gejala, fakta-
fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat 
populasi. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif, pendekatan kuantitatif ini akan menunjukkan hubungan antar 
variabel, menguji teori. Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian dengan 
cara mengumpulkan data dari sampel populasi lalu dianalisis dengan metode 
statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan (Sugiyono, 2004). 
 
3.2 Ruang lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian pada dasarnya untuk member batasan pada 
penelitian.Sehubungan dengan itu maka, ruang lingkup penelitian ini adalah 
lembaga, yaitu Pemerintah provinsi Jawa Timur itu sendiri yang didalamnya 
terdapat 38 kabupaten atau kota. Dalam hal ini lembaga yang menjadi ruang 
lingkup penelitian adalah dinas pendapatan, pengelola Keuangan dan asset 
daerah, dan bagian keuangan secretariat daerah provinsi Jawa Timur. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Data merupakan komponen yang penting di dalam penelitian. Data 






















dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data Sekunder yaitu 
data yang didapat secara tidak langsung untuk mendukung atau sebagai data 
pendukung dalam penelitian ini yaitu besaran tingkat pertumbuhan, tingkat 
kemiskinan, dan tingkat pengangguran. 
 
3.4 Populasi dan Sampel 
Suatu penelitian selalu berhadapan dengan objek yang akan diteliti 
maka suatu penelitian ini harus menentukan populasi dan sampel untuk 
diteliti dan diambil kesimpulan. Jika populasi yang akan diteliti terlalu besar 
maka tidak mungkin menggunakan populasi karena keterbatasan yang ada, 
oleh karena itu dapat diwakili dengan sampel. 
Populasi adalah keseluruhan subyek atau objek dari penelitian 
(Arikunto, 2006). Populasi pada penelitian ini adalah laporan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota/kabupaten di Jawa Timur 
beser tarealisasinya, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, 
dan tingkat kemiskinan pada kota/kabupaten di Propinsi Jawa Timur. 
Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 38 kota/kabupaten di Propinsi 
Jawa Timur yang terdiri dari 9 kota dan 29 kabupaten mulai tahun 2010 
sampai tahun 2014. 
 
3.5 Metode Pengumpulan Data 
Adapun data yang diperoleh yaitu data dari BPS provinsi Jawa Timur 
dan lembaga-lembaga atau instansi yang terkait dalam penelitian ini. 
 
3.6 Definisi Operasional Variabel 
Pengertian definisi operasional variable adalah suatu definisi yang 






















menspesifikan kegiatan atau pun memberikan suatu operasional yang 
diperlukan untuk mengatur variable tersebut (Nasir, 2003). Di dalam 
penelitian ini terdiri atas dua variable yaitu variable dependen dan variable 
independen. 
3.6.1 Variabel Independen 
Variabel independen adalah variable bebas, yang mempengaruhi 
variable dependen yaitu variable terikat, yang dipengaruhi oleh variable 
independen.Variabel dependen (X) dari penelitian ini adalah kemandirian 
fiskal. Kemandirian fiscal ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang 
didalamnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kemiskinan 
dan pengangguran dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 
3.6.2 Variabel Dependen 
Di variable dependen adalah variable terikat, yang mempengaruhi 
variable independen.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah: 
1. Pertumbuhan Ekonomi (X1)  
Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini yaitu perkembangan kegiatan 
dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 
diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 
meningkat (dalam satuan persentase). 
2. Tingkat Kemiskinan (X2) 
Kemiskinan adalah kekurangan dalam kesejahteraan yang terdiri dari 
banyak dimensi diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, akses 
masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang 
tidak memadai, kurangnya suara dan kapasitas memadai serta 
























3. Tingkat Pengangguran (X3) 
Pengangguran dalam penelitian ini adalah penduduk yang tidak bekerja, 
tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu 
usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak 
mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers) atau penduduk 
yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau 
mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja (dinyatakan dengan 
persentase). 
 
3.7 Metode Analisis 
3.7.1 Regresi Linier Berganda 
Studi ini menggunakan metode regresi linear berganda sebagai alat 
statistic serta pengolahan data dengan menggunakan Eviews 9.0. metode 
tersebut merupakan alat statistic untuk mengetahui pengaruh beberapa 
variabel yang biasa disebut dengan variable bebas (independen) terhadap 
variabel terikat (dependen).  
Data panel merupakan data gabungan dari data time series dan data 
cross section, maka model persamaan dapat ditulis sebagai berikut:  
Yit= β0 + β1Xit + ε it 
I = 1,2,….,N 
t = 1,2,…..N 
Dimana: 
N: banyaknya observasi 
T: banyaknya waktu 






















Berikut model data panel yang akan digunakan dalam proses analisis 
data menggunakan Eviews 9.0, Maka model persamaan dapat ditulis sebagai 
berikut: 
Yit= β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4D1it+ β5D2it+ β6D3it+ β7D4it+ eit 
 
Y : Kemandirian Fiskal 
 : Pertumbuhan ekonomi  
 : Tigkat Kemiskinan 
 : Tingkat Pengangguran 
1: h1 = tahun 2011, h0 = tahun lainnya 
2 : h1 = tahun 2012, h0 = tahun lainnya 
3 : h1 = tahun 2013, h0 = tahun lainnya 
4 : h1 = tahun 2014, h0 = tahun lainnya 
e    : variabelpengganggu/residual (error term) 
     : Observasi (Provinsi) 
     : Waktu (Tahun) 
: konstanta 
: Koefisien masing-masing variabel independen 
Persamaan linear digunakan apabila dari diagram sebenarnya menunjukkan 

























1. Pengujian Secara Parsial (Uji t) 
Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan variable independen 
terhadap variable dependen secara individu. Uji t pada regresi berganda 
memiliki derajat degree of freedom (df) yang bergantung pada jumlah 
variable independen ditambah dengan konstanta. Berikut formula uji t-statistik 
(Widarjono, 2009): 
Hipotesis uji t sebagai berikut: 
a. Hipotesis melalui uji satu dan dua sisi 
Jika hipotesis signifikan positif 
Ho:  ≤ 0 
H1:   ˃ 0  
Jika hipotesis signify kan negatif 
Ho:    ≥ 0 
H1:    ˂ 0 
b. Menentu kan tingkat signifikansi (α) yaitu sebesar 0.05 (5%). 
c. Kriteria pengujian: 
 Jika nilai prob. T-statistik ˃ 0.05, maka Ho diterima, artinya variable 
independen tidak mempengaruhi variable dependen secara 
signifikan. 
 Jika nilai prob. T-statistik< 0.05, maka Ho ditolak, artinya variable 
independen mempengaruhi variable dependen secara signifikan. 
2. Pengujian Secara Simultan (Uji F) 
Uji signifikasi simultan atau uji F Pengujian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap 
variable dependen. Jika F hitung< F tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 
Artinya secara bersama-sama variabel independent tidak mempengaruhi 






















maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya secara bersama-sama variabel 
independent berpengaruh terhadap variable dependen secara signifikan. 
Bila dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan 
5% maka bila probabilitas< 0.05, berarti variabel independent secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap variable dependen secara signifikan. 
Sebaliknya, bila probabilitas> 0.05, berarti variabel independent secara 
bersama-sama tidak mempengaruhi variable terhadap variable dependen 
secara signifikan. 
3. Koefisien Determinasi R2 
Merupakan besaran yang dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian 
garis regresi, yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam 
variable dependen Y yang dijelaskan oleh variable independen X. Semakin 
besar nilai R² semakin besar variasi variable dependen yang dapat dijelaskan 
oleh variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya, semakin kecil nilai R2 
berarti semakin kecil variasi variable dependen yang dapat dijelaskan oleh 
variabel-variabel independen. Informasi yang dapat diperoleh dari koefisien 
determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variable dependen. Nilai koefisien 
determinasi (R²):   0   ≤R²  ≤   1. 
Apabila R² bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel 
independen dengan variabel yang dijelaskan. Semakin besar nilai R² 
























Pembangunan Ekonomi merupakan suatu hal yang penting dari 
wujudnya Desentralisasi Fiskal sedangkan Kemandirian Fiskal merupakan 
suatu gambaran tentang kondisi kemampuan Daearah dalam mewujudkan 
Pembangunan Ekonomi daerah itu sendiri yang sumber pembiayaannya 
lewat APBD dan lebih fokusnya menggunakan Dana Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai karakteristik 
penelitian, gambaran umum dari variabel penelitian yang meliputi Tingkat 
Kemandirian Fiskal, Pembangunan Ekonomi yang didalamnya terdapat 
beberapa indikator yang digunakan yaitu Pertumbuhan ekonomi, 
Pengangguran dan Kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun 
2010 sampai tahun 2014. Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang 
pengaruh Pembangunan Ekonomi terhadap Kemandirian Fiskal seperti yang 
telah dijelaskan pada rumusan masalah. Dalam menjawab rumusan masalah 
tersebut digunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan menggunakan 
Regresi linear berganda. 
 
4.1 Gambaran umum objek penelitian 
Provinsi Jawa Timur mempunyai 229 pulau dengan luas wilayah 
daratan sebesar 47.130,15 Kmdan lautan seluas 110.764,28 Km2. Wilayah ini 
membentang antara 111°0' BT -114° 4' BT dan 7° 12' LS - 8° 48' LS. Sisi 
Utara wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa, Selatan dengan Samudra 
Indonesia, Timur dengan Selat Bali/Provinsi Bali dan Barat dengan Provinsi 
Jawa Timur. Berdasarkan administrasi wilayah, Secara umum wilayah Jawa 




















mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Propinsi Jawa Timur atau mencapai 
47.157,72  killometer persegi,dan wilayah kepulauan Madura yang sekitar 
10% dari luas wilayah Jawa Timur. Propinsi Jawa Timur terdiri dari 38 
Kabupaten/Kota, 662 Kecamatan dan 8.503 Desa/Kelurahan.  
 
4.2 Hasil 
4.2.1 Hasil regresi linear berganda 
Untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan bab sebelum nya 
dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menjelaskan 
pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran 
terhadap kemandirian fiskal.Berikut hasil estimase regresi linear berganda: 
Tabel 4.1 : Hasil regresi linear berganda 
Dependent Variable: KF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/28/17   Time: 20:19   
Sample: 2010 2014   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 38   
Total panel (balanced) observations: 190  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
TK -0.363713 0.109337 -3.326538 0.0011 
PE 0.794249 0.381669 2.080991 0.0388 
TPT 1.116438 0.358478 3.114387 0.0021 
D1 1.965783 1.630969 1.205285 0.2297 
D2 2.429079 1.635885 1.484871 0.1393 
D3 3.282065 1.643208 1.997352 0.0473 
D4 4.117703 1.692228 2.433303 0.0159 
C 3.935585 4.322734 0.910439 0.3638 
Adjusted R-squared 0.214112     S.D. dependent var 7.931478 
S.E. of regression 7.031281     Akaike info criterion 6.779808 
Sum squared resid 8997.883     Schwarz criterion 6.916525 
Log likelihood -636.0818     Hannan-Quinn criter. 6.835190 
F-statistic 8.356042     Durbin-Watson stat 0.222858 
Prob(F-statistic) 0.000000    




















Berikut hasil estimasi model regresi berganda: 
  
Keterangan: 
:  Coefisien 
 : Kemandirian fiskal 
: Pertumbuhan ekonomi 
: Tingkat Kemiskinan 
: Tingkat pengangguran 
: H1; tahun 2012 
      H0; Tahun lainnya 
: H1; tahun 2012 
      H0; tahun lainnya 
: H1; tahun 2013 
      H0; tahun lainnya 
: H1; tahun 2014 
      H0; tahun lainnya 
 : Standar error 
 : Observasi 
: Intersep 
: 
Koefisien regresi parsial 
 
4.2.2 Pengujian  Hipotesis 
1. Uji T-Statistik 
Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan variabel 
independen terhadap variabel dependen secara individu. Uji t-statistik pada 
regresi berganda memiliki derajat degree of freedom (df) yang bergantung 
pada jumlah variabel independen ditambah dengan konstanta. 
Tabel 4.2 : Hasil Uji T-statistik 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
TK -0.363713 0.109337 -3.326538 0.0011 
PE 0.794249 0.381669 2.080991 0.0388 
TP 1.116438 0.358478 3.114387 0.0021 
D1 1.965783 1.630969 1.205285 0.2297 
D2 2.429079 1.635885 1.484871 0.1393 
D3 3.282065 1.643208 1.997352 0.0473 
D4 4.117703 1.692228 2.433303 0.0159 
C 3.935585 4.322734 0.910439 0.3638 





















Berikut penjelasan dari Hasil Uji T-statistik: 
a. Pengujian terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) 
Koefisien variabel dari PE adalah 0.794249 dan t-hitung sebesar 
2.080991 sedangkan probabilitasnya yaitu 0.0388 (≤5%), artinya 
peningkatan PE 1% maka akan meningkatkan KF sebesar 0.794249. 
Secara statistik menunjukkan bahwa variabel PE berpengaruh 
terhadap variabel KF.Itu artinya menolak H1. 
b. Pengujian terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) 
Koefisien variable TK adalah sebesar -0.363713 dan t-hitung -
3.326538 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.0011 (≤5%), 
sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel TK 
berpengaruh negatif terhadap variabel KF.Jadi apabila Tingkat 
Kemiskinan naik sebesar 1% maka KF menurun -0.363713. Itu 
artinya menerima H1. 
c. Pengujian terhadap Tingkat Pengangguran (TP) 
Koefisien variabel dari TP adalah sebesar 1.116438 dan t-hitung 
3.114387 sedangkan probabilitasnya yaitu 0.0021(≤5%), sehingga 
secara statistik menunjukkan bahwa variabel TP berpengaruh positif 
terhadap variabel KF, jadi apabila Tingkat Pengangguran naik 
sebesar 1% maka KF naik sebesar 1.116438. Berdasarkan hipotesis 
berarti menerima H0. 
d. Pengujian variabel dummy 
Variabel dummy pada tahun 2011 dan 2012 tidak berpengaruh 
signifikan, sementara pada tahun 2013 dan 2014 variabel dummy 
berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal yaitu dengan 
koefisien 3.282065 dan 4.117703 serta probabilitas 0.0473 pada 




















signifikan bahwa tidak ada perbedaan tingkat kemandirian fiskal pada 
tahun 2011 dan 2012 dibandingkan dengan tahun 2010, sedangkan  
D3 dan D4 , signifikan menunjukkan kemandirian fiskal pada tahun 
tersebut tahun 2012 dan 2013 lebih tinggi dibanding tahun 
sebelumnya yaitu tahun 2011 dan 2012 . Artinya pada tahun tersebut 
terdapat hal lain yang mempengaruhi pengaruh pertumbuhan 
ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap 
kemandirian fiskal.  
 
2. Uji F-statistik 
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 
bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak. F-hitung (F-
statistik) dalam perhitungan menggunakan E-views 9.0 sebesar 8.356042 
dan probabilitasnya sebesar 0.000000 (≤5%), sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel independen bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel 
dependen. 
3. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa 
besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 
independen. Pada model estimasi memperolah R2 sebesar 0.2432sehingga 
variasi kemandirian fiskal dapat di jelaskan oleh variabel dependen dan 

























4.3 .      Analisis 
4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Kemandirian fiskal 
Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan oleh 
Negara/daerah untuk meningkatkan taraf prekonomian untuk mencapai 
pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Menurut M.P. Todaro (2002) 
pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses untuk meningkatkan kapasitas 
produksi dari suatu prekonomian untuk menghasilkan tingkat pendapatan 
nasional yang semakin besar. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi disuatu daerah 
akan dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah tersebut, misalnya 
Pendapatan Asli Daerah yang tercantum didalam formula APBD. Pertumbuhan 
ekonomi diukur berdasarkan persentase PDRB (ADHK) disetiap Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hipotesis yang telah disusun, pertumbuhan 
ekonomi diduga berpengaruh positif terhadap Kemandirian Fiskal. 
Hasil estimasi menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
positif terhadap Kemandirian Fiskal, hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang 
telah disusun, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di provinsi 
Jawa Timur akan meningkatkan Kemandirian Fiskal setiap daerah tersebut. 
Berikut pengaruh pertembuhan ekonomi terhadap kemandirian fiskal: 
Hasil penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Adi (2006) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan 
berdampak positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten/Kota di pulau Jawa dan 
Bali. Sementara itu studi Sardi (2016) menyebutkan bahwa kemampuan 
kabupaten Konawe Utara akan didorong oleh peningkatan pertumbuhan 
ekonomi, semakin besar peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan 
mendorong peningkatan PAD yang lebih besar. 
Pengaruh positif dari pertumbuhan ekonomi terhadap Kemandirian Fiskal 




















mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor telah berhasil 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada 
kemandirian fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan Otonomi 
daerah pada umumnya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah 
karena pemberian wewenang yang lebih luas diharapkan mampu 
mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sehingga memberikan efek positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan 
perkapita (Waluyo, 2007). Berikut pertumbuhan ekonomi yang terjadi di provinsi 
Jawa Timur. 
Tabel 4.3 : Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di   






2010 340.613 6.28 
2011 365.151 6.13 
2012 391.864 6.22 
2013 417.613 6.03 
2014 1.539.795 5.59 
Total 378.810 6.05 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2017) 
*Data 2010-2013 Atas Dasar Harga Konstan 2000 
*Data 2014 Atas Dasar Harga Konstan 2010 
Bedasarkan tabel diatas, PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur setiap 
tahunnya terjadi peningkatan, dari tahun 2010 sampai tahun 2014 peningkatan 
tersebut terus terjadi. Pemerintah daerah telah menjalankan fungsinya untuk 
melakukan pembangunan yang berkelanjutan mencapai keberhasilan, sehingga 
peningkatan pertumbuhan ekonomi secara rill dapat meningkatkan Pendapatan 






















4.3.2 Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap kemandirian fiskal 
Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh Negara sedang 
berkembang seperti Indonesia, Kemiskinan merupakan keadaan dimana individu 
tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kondisi 
lingkungannya. Angka kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk 
miskin setiap tahunnya, Bagaimana pengaruh persentase penduduk miskin 
terhadap kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, hipotesis 
yang telah disusun pada bab sebelumnya, tingkat kemiskinan diduga 
berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal. 
Berdasarkan hasil estimasi model regresi berganda diketahui bahwa 
Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian fiskal dengan 
koefisien -0.363713, artinya setiap peningkatan Kemiskinan 1% maka akan 
menurunkan Kemandirian fiskal -0.363713 begitu sebaliknya, artinya hasil 
estimasi sesuai dengan hipotesis. Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap 
kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan studi 
yang telah dilakukan Zulyanto (2010) yang menyebutkan bahwa Desentralisasi 
fiskal dapat mendorong pendapatan perkapita di daerah sehingga dapat 
mengurangi penduduk miskin dan sebaliknya rendahnya pendapatan perkapita 
akan menambah jumlah penduduk miskin. Berkurangnya jumlah penduduk 
miskin memiliki hubungan timbal balik terhadap kemandirian fiskal di daerah. 
Tabel 4.4 : Rata-rata Kemiskinan dan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010-2014 






2010 146.645 14.84 8.59 
2011 137.547 13.82 10.37 
2012 131.395 13.08 11.27 
2013 128.763 12.72 12.23 


























Total 133.861 13.31 11.05 
      Sumber: Badan Pusat Statistik (2017) 
Berdasarkan tabel diatas, jumlah dan persentase penduduk miskin dari 
tahun 2010-2014 terjadi penurunan yang diikuti dengan peningkatan 
Kemandirian Fiskal. Efek dari kebijakan otonomi daerah dalam mengentaskan 
kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah berpihak kepada penduduk 
miskin, melalui belanja modal yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dan 
pendapatan lainnya memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah 
penduduk miskin. Sidik (2000) menyebutkan bahwa keberhasilan peningkatan 
PAD hendaknya tidak diukur dari nominal yang terus meningkat, tetapi diukur 
dari perannya untuk meningkatkan prekonomian masyarakat sehingga dapat 
diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat disetiap daerah dalam 
rangka menanggulangi kemiskinan. 
4.3.3 Pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemandirian fiskal 
Pengangguran merupakan masalah sosial ekonomi dimana seseorang 
yang telah memasuki usia kerja namun tidak memiliki pekerjaan atau sedang 
mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu. Menurut Dumary (1996) 
penganggur ialah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang 
yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan. Pengangguran 
semacam ini oleh Badan Pusat Statistik dinyatakan sebagai penganggur 
terbuka.Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah 
mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat 
kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan 
masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka 
terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Dalam studi ini 




















terbuka (persentase) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa timur. Hipotesis atas 
pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemandirian fiskal ialah diduga 
berpengaruh negatif. Hasil estimasi dari regresi linear berganda menyebutkan 
bahwa Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemandirian 
fiskal, artinya setiap peningkatan persentase pengangguran maka akan 
meningkatkan kemandirian fiskal. Hasil tersebut menolak hipotesis yang telah 
disusun yang menyebutkan bahwa pengangguran berpengaruh negarif terhadap 
kemandirian fiskal. Pengaruh positif yang terjadi karena karakteristik 
pengangguran di jawa timur adalah bersifat temporer dimana secara sukarela 
menganggur untuk menunggu atau mencari pekerjaan yang lebih baik dan 
pendapatan yang lebih tinggi, peningkatan pengangguran tersebut tidak 
menurunkan tingkat pendapatan masyarakat yang berarti tidak mengurangi 
kemempuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sehingga tingkat 
kemandirian fiskal tidak menurun. 
 Karena tidak ada jaminan sosial pengangguran terbuka maka hanya 
angkatan kerja yang berasal dari keluarga mampu yang berani menganggur, 
karena mereka yang menganggur masih menerima subsidi dari keluarga, 
sepanjang subsidi itu masih tersedia, maka pilihan untuk menganggur akan terus 
terjadi. (Manning dkk 1985). 
Penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada 
beberapa macam yaitu mereka yang menganggur karena sedang mencari 
pekerjaan yang diinginkan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang 
tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan 
dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Diantara 
empat kategori pengangguran terbuka diatas bahwa sebagian diantaranya ada 
yang masuk dalam sektor informal, dan ada juga yang mempunyai pekerjaan 




















Kemandirian fiskal yang terjadi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur terus meningkat 
meskipun terjadi peningkatan pengangguran, masyarakat Jawa Timur yang yang 
secara sosial juga tidak suka menganggur atau tidak ada pekerjaan tetap ada 
pendapatan atau mencari penghasilan sebagai sarana konsumsi maupun belanja 
untuk hidup dan tetap mengeluarkan pendapatan nya untuk retribusi maupun 
pajak.  
Gambar 4.1 : Rata-rata Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Timur dari tahun 2010-2014 
 
 Sumber: Badan Pusat Statistik (2017) 
Berdasarkan Grafik 4.1, rata-rata jumlah pengangguran di 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari tahun 2010-2014 tidak terjadi pergeseran 
secara signifikan, artinya jumlah pengangguran yang ada setiap tahunnya hampir 
sama. Angkatan kerja yang memilih untuk menganggur memiliki alasan 
tersendiri, misalnya angkatan kerja yang memilih untuk melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi agar mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, atau 
Ibu Rumah Tangga yang memilih tidak bekerja karena memiliki pendapatan dari 
anggota rumah tangga yang telah bekerja (subsidi). Sehingga jumlah 
pengangguran yang ada menurunkan Kemandirian Fiskal suatu daerah, karena 




















menjadi salah satu instrument dalam APBD dapat menciptakan lapangan kerja 
serta dapat menurunkan tingkat kemiskinan sehingga terwujud pertumbuhan 

























Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan yaitu: 
1. Pembangunan Ekonomi yang diukur dari Pertumbuhan Ekonomi, 
Kemiskinan dan Pengangguran berpengaruh secara signifkan 
terhadap Kemandirian Fiskal. 
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran meningkatkan 
pendapatan yang selanjutnya meningkatkan kemandirian Fiskal. 
Tingkat pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan 
masyarakat, pendapatan masyarakat akan meningkatkan kemampuan 
masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, kenaikan pajak dan 
retribusi akan meningkat pendapatan asli dan daerah dan tingkat 
kemandirian fiskal. Begitu juga halnya dengan pengangguran Jawa 
Timur yang memiliki karakterstik bersifat temporer dimana secara 
sukarela menganggur untuk menunggu atau mencari pekerjaan yang 
lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi, peningkatan 
pengangguran tersebut tidak menurunkan tingkat pendapatan 
masyarakat yang berarti tidak mengurangi kemempuan masyarakat 
dalam membayar pajak dan retribusi sehingga tingkat kemandirian 
fiskal tidak menurun.  
3. Kemiskinan mengurangi kemampuan masyarakat membayar pajak 
dan retribusi dan menurunkan pendapatan daerah. Pengaruh negatif 
dari tingkat kemiskinan terhadap Kemandirian Fiskal sesuai dengan 
kondisi yang terjadi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Persentase 






















2010 yaitu 14.84% menjadi 12.10% pada tahun 2015, penurunan 
tersebut diikuti dengan peningkatan Kemandirian Fiskal pada tahun 
8.59 pada tahun 2010 menjadi 12.18 pada tahun 2014.  
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 
maka perlu saran yang diharapkan mampu memberikan sumbangsing pemikiran. 
Berikut saran yang diberikan: 
1. Pengendalian kemiskinan atau strategi penggurangan kemiskinan 
diperlukan agar tidak menurunkan tingkat PAD dan Kemandirian 
Fiskal. Pengendalian kemiskinan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur 
sangat diperlukan agar tetap menjaga atau menurunkan tingkat 
kemiskinan dengan dengan upaya dari pemerintah daerah dalam 
melaksanakan pemberdayaan manusia, menyediakan lapangan 
pekerjaan atau pengembangan usaha baik itu dari program 
pengembangan ekonomi kawasan maupun dari program 
pengembangan desa. 
2. Menjaga Tingkat Pertumbuhan Ekonomi agar tingkat PAD dan 
Kemandirian Fiskal terus meningkat Pertumbuhan ekonomi di Provinsi 
Jawa Timur terus terjadi peningkatan setiap tahunnya yang berhasil 
mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski pertumbuhan 
ekonomi terus meningkat, pemerintah daerah perlu menciptakan pola 
pembangunan yang berimbang agar meminimalisir adanya wilayah 
yang maju dan wilayah tertinggal. Melakukan peningkatan asesibilitas 
pendidikan, kesehatan serta meningkatkan pembangunan 






















dibidang pertanian dan industri pada pusat-pusat pertumbuhan baru 
disetiap Kabupaten/Kota.  
3. Selain pajak dan retibusi daerah sebagai penunjang Pendapatan Asli 
Daerah. Pemerintah juga harus menggali potensi lain misalnya 
dengan membentuk atau mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah 
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